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ABSTRAK 

 

Wais Abdul Gani Putra. 201810115148. Pertangungjawaban Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

 Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penulis menganalisis 

bagaimana pertanggung jawaban dan penegakan hukum dari Tindak Pidana 

Pengedaran Vaksin Palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

 Tujuan penelitian dari penulis untuk mengetahui pertanggung jawaban dan 

penegakan hukum bagi pelaku pengedaran vaksin palsu yang sesuai dengan 

ketentuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jenis 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis-normatif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual 

dengan cara mengolah atau meneliti dengan kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggung 

jawaban yang didapat pelaku pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan ialah berupa sanksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan dipidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 197 dipidana penjara 

paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedaran, Vaksin Palsu 
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ABSTRACT 

 

Wais Abdul Gani Putra. 201810115148. The Criminal Responsibility of 

Perpetrators of The Criminal Act of Distirbuting Fake Vaccines is Reviewed from 

Law Number 36 of 2009 Concerning Health. 

Health is one of the elements of general welfare that is realized in accordance with 

the ideals of the Indonesian nation as referred to in the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia. The author analyzes how the accountability and law 

enforcement of the Criminal Act of Circulating Fake Vaccines is reviewed from 

Law Number 36 of 2009 concerning Health. 

 The purpose of the author's research is to determine the responsibility and 

law enforcement for perpetrators of the circulation of fake vaccines in accordance 

with the provisions of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The types of 

research carried out by the author are juridical-normative with the method of 

approaching legislation, case approach and conceptual approach by processing or 

researching qualitatively. 

 Based on the results of the study, it can be concluded that the responsibility 

obtained by perpetrators of the circulation of fake vaccines in terms of Law Number 

36 concerning Health is in the form of sanctions as stipulated in Article 196 and 

Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health is punishable by 

imprisonment for 10 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion 

rupiah). Meanwhile, Article 197 is punishable by a maximum of 15 years in prison 

and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah). 

Keyword: Criminal Liability, Circulation, Fake Vaccines 
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DAFTAR SINGKATAN 
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MOTTO 

 

“Whatever you are, Be a good one” 

 

PERSEMBAHAN 

 

“Live as if you were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever” 
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